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ABSTRACT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan hukum dan sosial yang masih sering terjadi di
Indonesia, termasuk di Kabupaten Tapanuli Utara. Penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT tidak hanya
berkaitan dengan penerapan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, serta ketersediaan fasilitas
petlindungan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT
di Kabupaten Tapanuli Utara serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian
menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi
terhadap aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penegakan
hukum telah berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga, namun efektivitasnya masih menghadapi kendala budaya hukum masyarakat, keterbatasan sarana petlindungan
korban, serta rendahnya tingkat pelaporan kasus. Faktor budaya patriarki, ketergantungan eckonomi korban, dan
kecenderungan penyelesaian kekeluargaan menjadi hambatan utama dalam proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan
penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta penyediaan layanan perlindungan korban
yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum KDRT.

Kata Kunci: kekerasan dalam rumah tangga, penegakan hukum, perlindungan korban, hukum empiris, Tapanuli Utara.
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INTRODUCTION

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi
manusia yang masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten
Tapanuli Utara. KDRT tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga menimbulkan
trauma psikologis, kerugian ekonomi, serta gangguan sosial yang berkepanjangan. Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa kekerasan domestik memiliki konsekuensi kesehatan
jangka panjang, baik fisik maupun mental, serta berpengaruh terhadap stabilitas sosial keluarga dan
masyarakat (WHO, 2021). Fenomena KDRT sering dianggap sebagai persoalan privat schingga
korban cenderung enggan melaporkan kasus yang dialami, yang pada akhirnya menghambat proses
penegakan hukum (Komnas Perempuan, 2023).

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini bertujuan
memberikan perlindungan kepada korban, mencegah terjadinya kekerasan, serta menindak pelaku
KDRT melalui proses hukum yang tegas. Namun, implementasi regulasi tersebut di tingkat daerah
sering kali belum optimal karena faktor budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum masyarakat,
keterbatasan aparat penegak hukum, serta minimnya akses korban terhadap layanan perlindungan
hukum dan psikologis (Sulaeman & Homzah, 2010).

Di Kabupaten Tapanuli Utara, dinamika kasus KDRT dipengaruhi oleh faktor sosial,
ckonomi, pendidikan, serta nilai budaya lokal yang masih kuat. Beberapa kasus menunjukkan bahwa
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korban menghadapi kendala dalam pelaporan, pendampingan hukum, maupun perlindungan sosial.
Hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap KDRT tidak hanya membutuhkan regulasi
yang jelas, tetapi juga dukungan kelembagaan, kesadaran masyarakat, serta sinergi antara aparat
penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan perempuan dan anak (Muladi, 2005).

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Tapanuli Utara menjadi penting untuk dilakukan.
Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum, mengidentifikasi kendala yang
dihadapi aparat maupun korban, serta merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan
perlindungan hukum dan pencegahan KDRT di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dalam memperkuat sistem
perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.

KAJIAN PUSTAKA
1. Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang,
terutama petempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau
penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU No. 23 Tahun
2004). Secara konseptual, KDRT dipandang sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang berakar
pada ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga (Heise & Kotsadam, 2015).

World Health Organization (WHO, 2021) menegaskan bahwa kekerasan domestik merupakan
salah satu bentuk kekerasan paling umum terhadap perempuan secara global, dengan dampak
multidimensional yang mencakup gangguan kesehatan fisik, trauma psikologis, hingga marginalisasi
sosial. Dalam perspektif viktimologi, korban KDRT sering mengalami reviktimisasi akibat stigma
sosial dan lemahnya dukungan sistem hukum (Walklate, 2018).

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (law enforcement) menurut Soerjono Soekanto (2014) dipengaruhi oleh
lima faktor utama, yaitu: (1) faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, (2) aparat penegak
hukum, (3) sarana atau fasilitas, (4) masyarakat, dan (5) budaya hukum. Dalam konteks KDRT, kelima
faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (2011) juga relevan dalam menganalisis
penegakan hukum KDRT, yang mencakup tiga elemen: struktur hukum (legal structure), substansi
hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum mencakup aparat seperti
kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan; substansi hukum mencakup peraturan seperti UU PKDRT;
sedangkan budaya hukum merujuk pada sikap masyarakat terhadap hukum. Lemahnya budaya hukum
dan kuatnya nilai patriarki sering menjadi penghambat efektivitas implementasi UU PKDRT di tingkat
daerah.

3. Perlindungan Hukum terhadap Korban

Perlindungan hukum terhadap korban KDRT mencakup perlindungan preventif dan represif.
Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya kekerasan melalui edukasi dan kebijakan sosial,
sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui proses peradilan pidana terhadap pelaku (Muladi,
2005).

Menurut Komnas Perempuan (2023), meskipun regulasi telah tersedia, korban KDRT masih
menghadapi hambatan dalam pelaporan, akses bantuan hukum, serta perlindungan psikososial. Studi
terbaru menunjukkan bahwa integrasi layanan terpadu—melibatkan kepolisian, rumah sakit, dan
lembaga perlindungan perempuan—berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepercayaan
korban untuk melaporkan kasus (UN Women, 2022).
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4. Faktor Sosial dan Budaya dalam Penegakan Hukum KDRT

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial dan budaya memiliki pengaruh besar
terhadap rendahnya pelaporan KDRT. Nilai patriarki, ketergantungan ekonomi korban terhadap
pelaku, serta anggapan bahwa kekerasan domestik adalah urusan privat keluarga menjadi hambatan
struktural dalam penegakan hukum (Heise & Kotsadam, 2015).

Dalam konteks daerah seperti Kabupaten Tapanuli Utara, faktor budaya lokal dan struktur
sosial masyarakat yang komunal dapat mempengaruhi proses penyelesaian kasus, yang terkadang lebih
mengedepankan mediasi kekeluargaan dibanding proses hukum formal. Hal ini berpotensi
mengurangi efek jera bagi pelaku dan melemahkan perlindungan hukum korban.

5. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum KDRT
sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar lembaga dan kapasitas aparat penegak hukum (Walklate,
2018; UN Women, 2022). Studi di berbagai wilayah Indonesia juga menemukan bahwa masih terdapat
kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, terutama dalam hal pemberian
perlindungan sementara dan pendampingan korban.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap
tindak pidana KDRT tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas
struktur hukum, budaya hukum masyarakat, serta sistem perlindungan korban yang komprehensif.
Oleh karena itu, penelitian mengenai penegakan hukum KDRT di Kabupaten Tapanuli Utara penting
dilakukan untuk menganalisis sejauh mana teori dan regulasi tersebut diimplementasikan dalam
praktik.

Model Konseptual Penelitian Hukum Empiris

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) di Kabupaten Tapanuli Utara menggunakan pendekatan hukum empiris (socio-legal
research). Pendekatan ini menekankan kajian terhadap implementasi hukum dalam praktik sosial (law
in action), tidak hanya terbatas pada norma hukum tertulis (law in books). Dengan demikian,
penelitian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam konteks sosial masyarakat daerah.

Secara teoretis, model konseptual penelitian ini mengacu pada teori sistem hukum yang
dikemukakan oleh Friedman (2011), yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum
dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal
substance), dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum mencakup aparat penegak hukum
seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak. Substansi
hukum berkaitan dengan regulasi yang mengatur KDRT, khususnya UU PKDRT beserta peraturan
turunannya. Sementara itu, budaya hukum mencerminkan sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat
terhadap hukum, termasuk kecenderungan korban untuk melaporkan kasus kekerasan.

Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan teori faktor penegakan hukum dari Soekanto
(2014) yang menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat
penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya. Dalam konteks KDRT, faktor
budaya dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sering kali menjadi hambatan utama dalam proses
pelaporan dan penanganan kasus. Pendekatan viktimologi juga digunakan untuk menempatkan
korban sebagai fokus utama dalam sistem penegakan hukum, sehingga aspek perlindungan, pemulihan
psikologis, dan akseshan akses keadilan menjadi indikator penting keberhasilan penegakan hukum
(Walklate, 2018).

Berdasarkan landasan teoretis tersebut, model konseptual penelitian ini menempatkan
efektivitas penegakan hukum terhadap KDRT sebagai variabel dependen. Variabel independennya
meliputi efektivitas struktur hukum, kualitas substansi hukum, budaya hukum masyarakat, serta
ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung perlindungan korban. Keempat variabel tersebut
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dipandang saling berinteraksi dalam mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, baik dalam aspek
penanganan perkara, perlindungan korban, maupun efek jera terhadap pelaku.

Secara konseptual, hubungan antar variabel dapat dirumuskan bahwa semakin efektif struktur
hukum, semakin jelas substansi hukum, semakin baik budaya hukum masyarakat, serta semakin
memadai sarana perlindungan korban, maka semakin efektif pula penegakan hukum terhadap tindak
pidana KDRT di Kabupaten Tapanuli Utara. Model ini juga menekankan pentingnya konteks lokal,
termasuk nilai budaya, kondisi sosial ekonomi, serta tingkat literasi hukum masyarakat, sebagai faktor
yang mempengaruhi implementasi hukum secara empiris.

Dengan model konseptual tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran
empiris mengenai pelaksanaan penegakan hukum KDRT di tingkat daerah, mengidentifikasi
hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum maupun korban, serta merumuskan rekomendasi
strategis guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah
tangga. Model ini sekaligus menjadi kerangka analisis untuk memahami hubungan antara norma
hukum, praktik kelembagaan, dan realitas sosial dalam penanganan kasus KDRT.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di
Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan bahwa secara normatif implementasi Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah berjalan, namun
efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala struktural, kultural, dan fasilitas pendukung.

Berdasarkan observasi lapangan, wawancara aparat penegak hukum, serta perbandingan
dengan tren nasional, diperoleh beberapa temuan utama berikut.

1. Tingkat Pelaporan Kasus

Secara nasional, Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2023) menunjukkan bahwa kasus
KDRT mendominasi laporan kekerasan terhadap perempuan, yaitu sekitar 60—70% dari total kasus
kekerasan berbasis gender. Namun, berbagai studi juga menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil
korban yang melaporkan kasusnya ke aparat hukum karena faktor stigma sosial, ketergantungan
ckonomi, serta tekanan keluarga.

Kondisi serupa terlihat di Kabupaten Tapanuli Utara, di mana aparat kepolisian menyatakan
bahwa laporan KDRT relatif lebih rendah dibanding estimasi kejadian riil di masyarakat. Hal ini
menunjukkan adanya fenomena underreporting, yaitu kasus yang terjadi lebih banyak dibanding yang
tercatat secara resmi.

2. Penyelesaian Perkara dan Penuntutan

Data nasional Kepolisian RI menunjukkan bahwa tidak semua laporan KDRT berlanjut ke
tahap persidangan, dengan sebagian kasus diselesaikan melalui mediasi atau pencabutan laporan oleh
korban. Fenomena ini juga ditemukan di Kabupaten Tapanuli Utara, di mana beberapa kasus berhenti
pada tahap penyidikan karena korban memilih berdamai dengan pelaku, terutama dengan alasan
ckonomi dan keutuhan keluarga.

Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek budaya hukum masyarakat masih menjadi faktor
dominan dalam proses penegakan hukum KDRT.

3. Perlindungan Korban

Menurut laporan UN Women (2022) dan WHO (2021), korban KDRT sering menghadapi
hambatan dalam mengakses layanan petlindungan seperti rumah aman, bantuan psikologis, dan
bantuan hukum. Kondisi serupa juga ditemukan di tingkat daerah, termasuk Tapanuli Utara, di mana
fasilitas perlindungan korban masih terbatas dan belum sepenuhnya terintegrasi.
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Keterbatasan fasilitas ini berpotensi menyebabkan korban kembali pada situasi rentan dan
meningkatkan risiko kekerasan berulang.

4. Faktor Sosial dan Budaya

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa norma patriarki dan persepsi bahwa konflik rumah
tangga adalah urusan privat masih kuat di banyak daerah Indonesia. Dalam konteks Tapanuli Utara,
nilai kekeluargaan dan penyelesaian adat sering mendorong penyelesaian non-litigasi, yang di satu sisi
menjaga harmoni sosial, namun di sisi lain dapat mengurangi efek jera terhadap pelaku.

Pembahasan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di
Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan dinamika yang kompleks antara norma hukum, praktik
kelembagaan, serta kondisi sosial budaya masyarakat. Secara normatif, keberadaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan
dasar hukum yang jelas dalam perlindungan korban dan penindakan pelaku. Namun, implementasi
hukum di tingkat daerah tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, melainkan juga oleh
kesiapan aparat, budaya hukum masyarakat, serta dukungan fasilitas perlindungan korban.

Jika dianalisis menggunakan teori sistem hukum Friedman, efektivitas penegakan hukum
KDRT di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat dari tiga komponen utama. Pertama, dari aspek
struktur hukum (legal structure), aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan
pengadilan telah menjalankan fungsi penegakan hukum sesuai prosedur yang berlaku. Proses
pelaporan, penyidikan, hingga persidangan pada dasarnya telah mengikuti mekanisme hukum formal.
Namun demikian, keterbatasan jumlah personel, minimnya tenaga pendamping korban, serta
kurangnya fasilitas pendukung seperti rumah aman dan layanan konseling menjadi hambatan dalam
memberikan perlindungan yang optimal kepada korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan
penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aparat, tetapi juga oleh dukungan sarana
dan sistem pelayanan terpadu.

Kedua, dari aspek substansi hukum (legal substance), regulasi mengenai KDRT
sebenarnya telah cukup komprehensif dalam mengatur bentuk kekerasan, perlindungan korban, serta
sanksi pidana bagi pelaku. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan kecenderungan
penyelesaian kasus melalui jalur non-litigasi atau mediasi kekeluargaan. Meskipun pendekatan ini
sering dipandang sebagai upaya menjaga keutuhan keluarga, dalam beberapa kasus justru dapat
melemahkan efek jera terhadap pelaku serta mengurangi kepastian hukum bagi korban. Hal ini
menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat represif dengan praktik sosial
yang cenderung kompromistis.

Ketiga, aspek budaya hukum (legal culture) menjadi faktor yang paling signifikan dalam
mempengaruhi efektivitas penegakan hukum KDRT di daerah. Nilai patriarki, ketergantungan
ckonomi korban terhadap pelaku, serta stigma sosial terhadap korban kekerasan masih menjadi
kendala utama dalam pelaporan kasus. Banyak korban memilih tidak melanjutkan proses hukum
karena tekanan keluarga, pertimbangan ekonomi, atau kekhawatiran terhadap dampak sosial. Kondisi
ini menunjukkan bahwa perubahan budaya hukum masyarakat menjadi kunci penting dalam
meningkatkan efektivitas penegakan hukum KDRT.

Temuan tersebut sejalan dengan teori faktor penegakan hukum yang menekankan bahwa
hukum tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan masyarakat dan budaya hukum yang kondusif.
Dalam konteks Kabupaten Tapanuli Utara, nilai kekeluargaan dan penyelesaian berbasis adat memiliki
peran yang cukup kuat dalam penyelesaian konflik domestik. Di satu sisi, pendekatan ini dapat
menjaga harmoni sosial, namun di sisi lain berpotensi menghambat proses penegakan hukum formal
apabila tidak diimbangi dengan perlindungan korban yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan
pendekatan yang mampu mengintegrasikan nilai budaya lokal dengan prinsip perlindungan hak asasi
manusia.
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Dari perspektif viktimologi, korban KDRT memerlukan perlindungan yang tidak hanya
bersifat hukum formal, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Data global
menunjukkan bahwa korban kekerasan domestik sering mengalami trauma jangka panjang, gangguan
kesehatan mental, serta penurunan kualitas hidup. Dalam konteks daerah, keterbatasan fasilitas
pendampingan psikologis dan bantuan hukum gratis masih menjadi tantangan dalam memberikan
perlindungan yang komprehensif. Hal ini berpotensi menyebabkan korban kembali berada dalam
situasi rentan dan meningkatkan risiko kekerasan berulang.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum KDRT juga dipengaruhi oleh tingkat literasi hukum
masyarakat. Kurangnya pemahaman mengenai hak-hak korban, mekanisme pelaporan, serta
perlindungan hukum yang tersedia menyebabkan sebagian korban tidak mengetahui langkah hukum
yang dapat ditempuh. Sosialisasi hukum yang masih terbatas di tingkat daerah menjadi salah satu
faktor yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Dari sisi kebijakan publik, integrasi layanan perlindungan korban menjadi kebutuhan
mendesak. Pendekatan multidisipliner yang melibatkan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan,
pekerja sosial, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak terbukti lebih efektif dalam
menangani kasus KDRT. Koordinasi antar lembaga perlu diperkuat agar korban mendapatkan
perlindungan yang menyeluruh, mulai dari pelaporan, penanganan hukum, hingga pemulihan
psikososial.

Lebih jauh, pendekatan preventif juga perlu diperkuat melalui edukasi masyarakat,
pemberdayaan ekonomi perempuan, serta penguatan ketahanan keluarga. Faktor ekonomi sering
menjadi alasan utama korban bertahan dalam hubungan yang mengandung kekerasan. Oleh karena
itu, program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kemandirian perempuan dapat menjadi strategi
jangka panjang dalam menekan angka KDRT.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT di Kabupaten Tapanuli
Utara dapat dikatakan telah berjalan secara normatif, namun masih menghadapi tantangan signifikan
dalam implementasi substantif. Faktor budaya hukum, keterbatasan fasilitas perlindungan korban,
serta rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi determinan utama dalam efektivitas penegakan
hukum. Dengan demikian, upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum KDRT memerlukan
pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga pada perubahan
sosial, budaya, dan kebijakan publik yang mendukung perlindungan korban secara komprehensif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Tapanuli Utara secara normatif telah dilaksanakan berdasarkan
kerangka hukum yang jelas, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga. Struktur hukum berupa kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan telah
menjalankan fungsi proseduralnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Namun demikian,
efektivitas penegakan hukum secara substantif masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat
struktural, kultural, dan fasilitas pendukung.

Berdasarkan analisis teori sistem hukum, faktor budaya hukum masyarakat menjadi
determinan paling dominan dalam mempengaruhi efektivitas penegakan hukum KDRT. Nilai
patriarki, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, serta kecenderungan penyelesaian konflik
secara kekeluargaan menyebabkan rendahnya pelaporan kasus dan tingginya pencabutan laporan di
tahap penyidikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat
represif dengan realitas sosial yang lebih kompromistis.

Selain itu, keterbatasan sarana dan fasilitas perlindungan korban—seperti rumah aman,
layanan psikologis, dan bantuan hukum terintegrasi—menghambat implementasi pendekatan berbasis
korban (victim-centered approach). Akibatnya, perlindungan hukum belum sepenuhnya menjamin
rasa aman dan pemulihan komprehensif bagi korban, serta berpotensi menimbulkan reviktimisasi.
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Secara konseptual, efektivitas penegakan hukum terhadap KDRT di Kabupaten Tapanuli
Utara tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan aparat penegak hukum, tetapi merupakan
hasil interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, serta dukungan kebijakan
sosial dan fasilitas perlindungan. Dengan demikian, penguatan penegakan hukum KDRT memerlukan
pendekatan holistik yang mencakup reformasi kelembagaan, peningkatan literasi hukum masyarakat,
integrasi layanan perlindungan korban, serta pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai strategi
preventif jangka panjang.

Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa transformasi budaya hukum dan penguatan sistem
perlindungan korban di tingkat daerah, penegakan hukum KDRT akan tetap bersifat formal-
prosedural dan belum sepenuhnya mencapai tujuan keadilan substantif. Oleh karena itu, sinergi antara
aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi prasyarat utama dalam
mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi korban kekerasan dalam rumah
tangga.
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